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Abstract
The establishing local ombudsman means establishing an institution which maybe an
instrumen forinforcing societyto control the state, not merelyfor the sake of the society
itsself, but forthe sake of the survivei of esspecialiy localgovernment and generally for
state. IfIndonesian government can create a good fondation forlocalautonomy, theywill
attaingoodprospect in the future coming.

Pendahuluan

(Jsaha membangun pemerintahan yang
demokratis, bersih, berwibawa, taat hukum,
serta manjunjung tinggi hak asasi manusia,
secara normatif telah diberi landasan oleh

Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebasdariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arab Kebijakan Negara yang
bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak
PidanaKompsi, serta secara inpiisit digariskan
di dalam amandemen I, li dan ill UUD 1945.
Kerangka-kerangka hukum diatas cukup maju
biladiukurdengan kompleksitas masaiah yang
dihadapi, tetapi sebagaimana pengaiaman
negara-negara yang bam iepas dari penjara
kekuasaan otoritarian dan komp, dampak riil
dari hukum belum teriihat. Nuansa KKN dan •

mis-manajemen di semua lini birokrasi, baik
di birokrasi peiayanan pubilk, birokrasi
pertahanan dan keamanan maupun birokrasi
penegakan hukum beium menunjukkan
pembahan yang cukup siqnifikan.

Dengan demlkian tantangan bagi bangsa
indonesia bukan saja bagaimana membuat
segala aturan berfungsi dengan pasti dan adii
di tangan aparat penegak hukum yang pasti
dan adii juga, tetapi juga bagaimana
membangun sistem politik yang kondusif bagi
tumbuhkembangnya pikiran-pikiran dan
kebijakan-kebljakan bam di pelbagai bidang
kehidupan sosial yang iuas. Saiah satu ide
atau kebijakan bam yang memerlukan sikap
responsif pemerintah dan rakyat adalah
pembentukan Komisi Ombudsman di tingkat
lokal (daerah) sebagai aitematif mendorong
dan mengkondisikan terbangunnya pemerintah
yang baik dan bersih.

Konsekuensi hukum dan politik
diberlakukannya Undang-undang No 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-undangan No 25 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, maka sebagian
besar urusan umum yang seiama 50 tahun
dipegang oleh pemerintahpusat akan menjadi
umsan dan tanggungjawab daerah. Di dalam
Pasai 1 sub h UU No. 22 Tahun 1999
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ditegaskan, "otonomi daerah adalah
kewena'ngan daerah otonom^ untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaidengan
peraturan perundang-undangan", berarti
peran pemerintah daerah cukup"tinggi" untuk
mengambil inisiatif "menangkap" aspirasi
masyarakat serta memfasiiitasi keinginan
masyarakat tersebut.

Kemudian kalau dibaca Pasal 7 sub I,
antara lain disebutkan, "kewenangan daerah
mencakup kewenangan daiam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang poiitik luar negeri, pertahanan,
peradiian, moneter, dan fiskal, agama serta

.kewenangan bidang iain".. kewenangan
bidang iain sebagaimana termuat dalam sub
2, antara lain disebutkan adalah "...pembinaan
dan pemberdayaansumberdaya manusia...".
Selanjutnya masih ada kewenangan daerah
yang lainnya, sebagaimana termuat dalam
Pasal 10, sub 2 d, benipa "penegakan hukum
terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya oleh pemerintah.."

Dengan adanya otonomi daerah, maka
akan membukakesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi. dalam berbagai aktivitas
poiitik di tingkat lokal. Di samping itu,
pelaksanaan otonomi daerah akan
meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam memperhatikan hak-hak
masyarakat sehingga akan tercipta proximity
antara aparat pengambil keputusan di tingkat
lokal dengan para konstituennya, sehingga
pembagian kekuasaan akan semakin
dipertimbangkan sebagai jamihan bahwa
tuntutan masyarakat itu didengar, di samping
pelayanan umum akan menjadi semakin

simetris dengan preferensi warganya. Dengan
otonomi daerah, maka asimetri informasi
antara masyarakat dengan para pengambil
keputusan yang dimasa lalu terjadi sebagai
akibat dikeloianya sebagian besar urusan
umum oleh pemerintah pusat akan semakin
diperkecil. Pemerintah Daerah yang
diasumsikan lebih mengetahui preferensi
umum warganya dibandingkan pemerintah
pusat, akan semakin mendekatkan pada
tujuan otonomi daerah tadi.

Kegagalan yang mungkin terjadi dari
pencapalan tujuan otonomi daerah ini adalah
kemampuan elit lokal, prosedur demokrasi,
serta proses poiitik antara warga dengan
otoritas kebijakan itu sendiri dalam
menentukan pilihan publik (public choice).
Kebijakan desentralisai dan otonomi daerah
harus menciptakan ruang bagi partislpasi
wargadan masyarakat dalam menilai kineija
pemerintah daerah. Agar masyarakat dapat
berperan dengan balk, maka Pemerintah
Daerah harus terbuka (transparan) dalam
berbagai hal, sehingga pertanggungjawaban
pemerintah daerahkepadamasyarakat (publik)
menjadi obyektifdanwajar. Berkenaan dengan
perubahan paradigmatersebut dan didukung
dengan tuntutan masyarakat yang semakin
kuat, merupakan tantangan bagi pemerintah
daerah untuk memberikan pelayanan
administrasi pemerintahan dan pelayanan
umum yang lebih efektifdan efesien, paripuma
dan transparan. Untuk itu diperlukan inovasi
baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang meliputi reorientasi kelembagaan, sikap
aparatur, dan yang terpenting adalah adanya
kemauan politik/po/zf/ca/w///J dari birokrasinya
itu sendiri..

Seiama ini ada kesan antipati dari
masyarakat terhadap birokrasi di daerah
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sebagai akibat kurang baiknya kualitas
pelayanan dan administrasi pemerintahan
yang diberikan. Nuansa praktek Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme (KKN) dan mal-administrasi
di semua lini birokrasi ditambah dengan
kurang transparan dan minimnya publikasi
peraturan-peraturan umum menjadi suatu
perilaku yang membudaya dan sangat sulit
untuk ditembus. Kenyataan lainnya adalah
tidak adanya wadah bagi masyarakat sebagai
konsumen atau pengguna layanan umum
untuk dapat mengawasi dan menyampaikan
keluhan-keluhan atas ketidaknyamanan/
penyelewengan dari aparat atau institusi
admlnistratif lainnya. Dalam konteks itulah
keberadaan dan beroperaslnya sebuah
lembaga yang bemama Komisi Ombudsman^
daerah menemukan urgensi dan
signifikansinya.

Komisi Ombudsman dan Good Governance

Penyeienggaraan pemerintahan daerah
yang balk (local good governance) adalah
prasyarat mutlak bagi terselenggaranya
pembangunan berkeianjutan yang bertumpu
pada masyarakat. Hanya pemerintahan yang
baik yang dapat mengalokasikan sumber daya

dan masalah publik secara efisien, merespon
kebutuhan kritis masyarakat, menjalankan
demokrasi secara efektif melalui partisipasi
publik, akuntabilitas, dan transparansi.
Pemerintahan yang balk juga dapat
memperbaiki kegagalan pasar (market failure)
dan menyediakan bararig publik yang tidak
disuplai oleh pasar. Pemerintah mungkin juga
dapat meredistribusi pendapatan melalui
pajak, memberlkan kesempatan yang sama
untuk pendldlkan, kesehatan dan pekerjaan,
mengurangi resiko dengan penyediakan
pensiun dan asuransi pekerja. Lebih jauh
pemerintah yang balk dapatmenanamkan nllal
moral, agama dan budaya.

Leblh-lebih isu Good Govamance telah

menjadi salah satu isu penting di dunia
dewasa ini seiring dengan menguatnya
tuntutandemokratisasi, supremasi hukum dan
hak asasi manusia di dunia. Sebuah lembaga
yang banyak menelitl dan mempubllkasi
masalah-masalah yang berkaltan dengan hal
ini, yaltu Transparansi InternasionaP
menyebutkan adanya 21 indlkator untuk
menilai suatu pemerintahan dikatakan balk
atautidak, yaitu:, (1) legislature, (2) executive,
(3) judiciary, (4) ombudsman, (5) anti-comjp-
tion Agencies, (6) public service, (7) local

^Kata "Ombudsman" sebenamya berasal dari Swedia yang berarti "perwakllan". Banyak nama lain
digunakan untuk menggantikan kata Ombudsman. Sebagai contoh, Defenderdel Pueblo adalah Intitusi Om
budsman yang digunakan di sejumlah negara berbahasa Spanyol {sepertl Spanyol, Argentina, Peru dan
Colombia). Parliamentary CommissionerforAdministration di Sri lanka dan Ingris; Mediateurde laRepublique
dl Perancis, Gabon, Mauritania, Senegal; Public Protectord\ Afrika Seiatan; Protectourdu Citoyen dl Quebec;
Volksanwattschaft di Austria, Public Compalint Commisison dl Nigeria; ProvedordeJustica dl Portugal; Fifenso
Vivico di Italia; Investigator-General d\ Gambia; Citizens Aide dl Iowa; Wafaqi Mohtasib di Pakistan dan Lok
Ayukta dl India adalah sejumlah nama-nama Ombudsman dl seluruh dunia.

^Jeremy Pope, (ed), Transparency Intemationai Source Book 2000, Confronting Corruptions: The Ele
ments ofa Nallonallntegn'ty System (Berlin: Transparency International, 2000). Buku Ini juga dapat diakses
melalui situs http:Avww.transprancy.org/sourcebook/index.html
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government, (8) media, (9) civil society, (10)
private sector, (11) intemational agencies, (12)
elections, (13) administrative law, (14) public
servie ethnics, (15) conflict of interests. (16)
public procurement, (17) good financial man
agement, (18) access toinformation, (19) citi
zens voice, (20) competition policy, and (21)
fighting corruption.

Di samping itu, suatu pemerintahan akan
dikatakan balk dan bersih apabila memenuhi
asas umum pemerintahan yang balk
(Algemene beginselen van behooriijk bestuur)
yaitu^: (1) asas kecermatan formal, yatu cermat.
dalam memperslapkan serta mengeluarkan
keputusan Institusi yang bersangkutan, serta
jujur dalam mempertimbangkan semua fakta
yang relevan dan kepentingan para pihak; (2)
asas (airplay, yaitu dalam mengeluarkan
keputusan tidak bersikap menghalang-halangi
kesempatan orang yang berkepentingan untuk
memperoleh keputusan yang menguntungkan
baginya; (3) asas pertimbangan, bahwa
keputusan pejabat publik harus disertai
dengan pertimbangan yang memadai.
Pertimbangan didukung olehfakta-fakta yang
benar dan relevan. Pertimbangan kepastian
hukum putusan tidak boleh bertentangan
dengan kebiasaan yang telah dipublikasikan,
dan tidak bersifat umum namun kongkrit; (4)
asas kepastian hukum formal, artinya
mengandung kejelasan dan tidak samar-
samar; (5) asas kepastian hukum material,
artinya keputusan dari pejabat publik yang

bersifat membebani tidak boleh diberlakukan

secara surut; (6) asas kepercayaan, yaitu
bahwa suatu keputusan telah menimbulkan
harapan-harapan dengan janji/rencana maka
janji semacam itu tidak boleh diingkari.
Kepercayaan dapat ditimbulkan dengan
pemberiakuan kebijakan yang sama dengan
pemberlakuan kebijakan yang sama dalam
kurun waktu tertentu yangcukup lama; (7) asas
persamaan, hal atau keadaan yang sama
diperlakukan secara sama puia. Keadaan
tersebut harussama relevanslnya; relevan dari
segi kepentingan yang akan diperhatikan
dengan pengeluaran keputusan yang
bersangkutan: (8) asas kecermatan material,
artinya bahwa kerugian yangditimbulkan tidak
meiebihi keuntungan/manfaat yang diperoleh
denganadanyakeputusan pejabatpublik yang
bersangkutan, dan(9) asas keseimbangan, ada
keseimbangan antara sanksi yang diterapkan
dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

Tidak diragukan lag! bahwa sistem Om
budsman merupakan salah satu pilar
demokrasi yang menghormati dan memajukan
asas negara hukum sekaligus merupakan
kebutuhan bagi kekuatan demokrasi sipil^,
terutama bagi negara-negara yang sedang
dalam proses transisi menuju negara
demokratis, sebagaimana yang dilakukan
Afrika Selatansegera setelah negera tersebut
lepas dari cengkraman kekuasaan polltik
perbendaan warna kulit. Sebagaimana
banyak dilalaporkan dan dilansir media massa

^Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tataUsaha Negara (Jakarta: Pustaka
SinarHarapan, 1991).

'Lihat Cf. Emile Francis Short, The Development and Future oftheOmbudsman Concept in Afrika",
makalah untukKonffensiIntemational Ombudsman Institute ke-7, Durban Afrika Selatan30Oktober-2 November
2000.
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internasional, Afrika Selatan relatif sukses
melalui tahap-tahap sulit, dan sekarang
menjadi salah satu contoh negara yang ber-
hasil membangun landasan bagi
pemerintahan yang baik dan bersih.

Persoalan bagi Indonesia adalah bahwa
praktek penyelenggaraan pemerintahan yang
baik di Indonesia masih jauh dari harapan.
TIngkat kompsi, kolusi, dan nepotisms (KKN)
di Indonesia menurut hasil penelitian
Transparansi Internasional selalu masuk
dalam kategori tiga besar. Demikian juga
dengan penyalahgunaan kewenangan dan
pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat
masih di atas rata-rata umumnya negara
berkembang. Bukan mustahil berbagai
kekeliruan penyelenggaraan pemerintahan
dalam skala nasional ini jugatercermin dalam
tingkat lokal.

Salah satu akar persoalan dari buruknya
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,
termasuk pemerintahan daerah, adalah
sangat dominannya birokrasi. Para analis
politik dan pemerintahan menyebut Indonesia,
meminjam terminologi G.O'Donnell dan
Muchtar Mas'ud, sebagai negara birokratik
(bureaucratic state) dan koorporatis
(coorporate sfafej®. Dalam tatanan ini birokrasi
sebagai Instrumen pemerintahan merupakan
kekuatan dominan yang tidak hanya relatif
mandiri berhadapan dengan elit politik dan
masyarakat sipil, tetapi menjadi kekuatan
dominan yang mampu mengatasi keduanya.
Para birokrat memainkan peransebagai poros
pemerintahan yang mengatur, mengintervensi,
dan mengendalikan segala segi kehidupan

masyarakat.
Birokrasi pemerintahan juga beroperasi

sebagaimana organisasi perusahaan yang
mengontrol setiap elemen sosiai dan
kelembagaan untuk memenuhi tujuan yang
telahditetapkan. Dengan demikian makawajar
bila dalamtatanan politik sepertiini kontrol dari
sektorswasta, masyarakat sipil, dan organisasi
independen menjadi lumpuh. Menghadapi
civil society yang lemah dan tidak terorganisir,
pemerintah bukannya melakukan penguatan
(empowering) terhadap masyarakat melainkan
memanfaatkan kesempatan ini untuk
menyalahgunakan wewenang melalui
penyusunan peraturan yang tidak transparan,
birokrasi yang tidak efisien, mengadakan
pungutan secara liar, melakukan korupsi, dan
berkolusi dengan dunia usaha untuk me-
markup biaya proyek. Sementara dunia usaha
memanfaatkan kelemahan kontrol sosiai dan

pemerintahan untuk meraih keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan cara instant. Hal
ini mendorong tumbuhnya ikiim dunia usaha
yang tidak sehat, kemajuan usaha tidak
ditentukan oleh efisiensi perusahaan
melainkan oleh seberapa dekat pengusaha
dengan pejabat, penghindaran pajak, dan
monopoli.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik sebagai amanat reformasi maka
dibutuhkan terobosan dari sektor swasta,

masyarakat sipil, dan pemerintah.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
periu di dukung oleh tiga komponen utama
yang hamssaling mendukung yaitu: Hubungan
yang baik antara berbagai komponen

®Lihat Gulllermo CDonnel, dkk, Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai PerspeW/f (Jakarta:
LP3ES, 1993), dan iihatjuga, Mochtar Mas'oed, Ekonomidan StrvkturPolitik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta:
Tp. 1989).
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masyarakat dengan birokrasi, Sistem hukum
yang adil dan dapat melindungi masyarakat,
dan Penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dari segi kelembagaan usaha untuk
mendorong penyelenggaraan pemerintahan
yang baik perlu dldukung oleh tumbuhnya
berbagai institusi yang dapat menerima dan
menlndaklanjuti keluhan masyarakat^ serta
memediasi hak dan kepentingan masyarakat
terhadap pemerintah. Salah satu institusi yang
dapat mendorong penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah Ombudsman.
Kelahiran lembaga ini sangat strategis
terutama dalam situasi masih lemahnya
masyarakat sipil —sebagai konsumen dari
pelayanan umum dan administrasi
pemerintahan daerah— dalam mengartlkulasi
hak dan kepentingannya. Dengan demikian
lembaga ini dapat menjadi media bagi
masyarakat sipil untuk menyampaikan keluhan
dan kepentingannya kepada pemerintah.
Lembaga Ini juga dapat bertindak secara
indipenden untuk melindungi hak-hak warga
dari perbuatan mal-administrasP yang
dllakukan oleh aparat pemerintah daerah.

Meskipun Komisi Ombudsman merupakan
komisi yang relatif baru dikenal luas pada
dekade 1980-an, tetapi dengan cepat muncul
sebagai komisi penting dan strategis di
beberapa negara di kawasan Amerika, Eropa,
Australia, Afrika Selatandan Asia. Tidak kurang
107 negara telah memiliki komisi Ombuds
man. Bahkan untuk benua Afrika saja hingga
tahun 2000 telah mencapai 26 buah komisi
yang ada di beberapa negara di kawasan
tersebut. Perkembangan terbaru
menunjukkan bahwa kecenderungan
mendirlkan komisi Ombudsman lokal atau

daerah semakin menguat, sebagaimana telah
dilakukan oleh: Inggris, Australia. Meksiko,
Pakistan dan Belgia. Bahkan beberapa negara
hanya punya Ombudsman daerah seperti
Amerika, Swiss, Italia, Kanada dan India

Dengan perkembangan tersebut maka
pembentukan Komisi Ombudsman daerah, di
samping tetap mempertahankan Ombuds
man Nasional merupakan tuntutanyang amat
mendesak sejalan dengan tuntutan yang
berkaitan dengan implementasi
desentralisasi/otonomi daerah®" yang sudah
barang tentu membutuhkan kekuatan-

®Dalam perkembangan, fungsi Ombudsman tidak saja melakukan pengawasan berdasarkan laporan
masyarakat, saat ini lembagaOmbudsman seringbertindak atas inisiatif sendiri®, selain itu sasaran keluhan
masyarakat (types ofadmJsisible comp/a/nfs) jugamengalamai perkembangan. Pengertian maladminsitrasi tidak
sekadara bersikfbrmil dalam arti tidak sesuaidengan kewajiban sebagaimana dituiis dalam peraturan penindangan
namun jugamencakup kapatutan (equity). Tidak adanyatransparansi sertatindakan menolak member! informasi
(lackoftransparencyand refusal ofacces to Information) oleh pejabat publik kini telah menjadi bagian dari
maladministrasi Itu sendlri.

^Defenisi maladministrasi menumt laporan tahunan 1997Ombudsman Eropa menyatakan bahwa: Tnalad-
ministration accurswhena public bodyfail toact inaccordancewith the ruleorprinciple which is binding uponif,
Lihat, The EuropeanOmbudsman ReportFor1999halaman17.

®Rekomendasi Lokakarya Idan II yang berlangsung dl Bali pada 9 ^ril 2000 yang lalu menunjukkan
bahwa pendirian Ombudsman daerah merupakan langkah yangtepat, relevan dan strategis serta sangat
siqnifikan terhadapkebijakan politik desentralisasi.
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kekuatan kontrol bagi kekuasaan lokal dan
penguatan masyarakat. Kehadiran Ombuds
man daerah diharapkan akan mendapatkan
dukungan kuitural yang kuat, karenameskipun
kelembagaan Ombudsman muncul dan
berkembang di Barat, tetapi dalam sejarah
sosial masyarakat, kita mengenal adanya
praktek-praktek yang fungsinya menyerupai
Ombudsman, yaitu praktek kepokrolan.
"Institusi" kepokorolan tersebut dimanfaatkan
olehanggota masyarakatuntuk menyelesaikan
berbagai persoalan hukum yang mereka
hadapi. Sejalan dengan. perkembangan
jaman. Dalam konteks kekinian, berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh berbagai
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indone
sia, Wahana Lingkungan Hldup (Walhi),
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) dan lain-iain, sebenarnya dapat
dikatakan telah menjalankan sebagianfungsl-
fungsi Ombudsman. Praktek-praktek tersebut
jelas menunjukkan bahwa upaya
menghadirkan institusi ombudsman di daerah
ada kontekstualitasnya.

Memang ada seagian kalangan yang
mengkhawatiran kehadiran Komisi Ombuds
man dapat tumpang tindih peran dengan LSM
atau NGO, dan menyarankan untuk
memberdayakan lembaga-lembaga yang
sudah ada®? Kekhawatiran ini tidak periu ada
karena antara NGO dan Komisi Ombudsman

memiliki perbedaan yang sangat jelas.
Pertama, NGO didirikan penuh atas prakarsa
masyarakat, relatif tidak memiliki anasir
kekuasaan negara atau pemerintah di
daiamnya, tegas berdiri di luar negara, dan
mengambi! jarak yang tegas dengan negara,
dan Kedua, NGO secara tegas menjadi
kekuatan eksternal yang memiliki kekuatan
moril dan daya desak politik pada elite
kekuasaan, tetapi sulit menjangkau lapis
bawah birokrasi. Sementara Komisi Ombuds

man, dimanapun di pelbagai negara,
memperoieh legalisasi politik dan hukum dari
negara: apakah itu dari .eksekutif atau dari
parlemen. Dengan posisi ini negara diikat
secara politik dan Yuridis untuk mau tidakmau
menjadi bagian dari kekuatan masyarakat
dalam melakukan kontrol pada birokrasi
negara dan mau tidak mau harus mendengar
saran-saran perbaikan dari Komisi. Dengan
kata lain, Komisi memiliki daya dukung dan
daya desak politik, hukum dan moral dari
masyarakatdan negara yangdapat menyentuh
semua lini birokrasi dari atas sampal bawah;
sesuatu yang relatif sulit untuk dilakukan oleh
NGO. Dengan posisi semacam itupula, antara
NGO dan Komisi Ombudsman tidak mungkin
akan menjadi rivalitas, apalagi konfllk.
Keduanya merupakan kekuatan bersamayang
dapat melakukan koordinasi bagi upaya
membangun pemerintahan yang berslh
melalui dan dengan perannya masing-masing.

®Penolakan danperdebatan tentang pertu tidaknya Ombudsman bukan halbar. Di Belandasajaperdebatan
tentang siqnifikansi pembentukan Ombudsman berlangsung 20tahun sebelum akhimya padatahun 1981
deakomodasi didalam konstitusi mereka, meskipun disanasistem peradllan daninstitusi demokrasi lainnya telah
berjaian dengan balk. Hal yang sama juga terjadl dl Perancis, pada mulanya mereka menetang pembentukan
Ombudsman karenamenganggap PTUN merekapaling efektifdldunia, meski kemudkan pada tahun1973
Ombudsman didirikan.
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Rjengalamari sejumlah negara, Philipin, Aus-
^iaxAmer^a, Denmark dan sejumlah negara
^kandmayja. peran NGO dan Komisi Om-

berjalan seirama karena
diperaMtu)(^ oleh Idealisme yang sama, yaitu
mewujijukan pemerintah yang balk.
• ".IJ

Pie'r^h dan Kewenangan Ombudsman
SL- -i '
, rypmisi Ombudsman pada umumnya

berperan menangani keluhan masyarakat,
menyangkut keputupan atau tindakan
administrasi pemerintahan dan pelayanan
umum, melindungi orang darl pelanggaran
hak, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan,
pengabaian, keputusan yang tidak adil dan
kesalahan administratlf. Peranan Ombuds

man seperii Itu diarahkan agar kinerja
admnisistrasi pemenntahan dapat diperbaikl
dan ditlngkatkan, tindakan-tlndakan
pemerintah dapat lebih terbuka dan,
pemerintah dengan birokrasinya bisa lebih
akuntabei terhadap masyarakat luas. Di
samping Itu Komisi Ombudsman mempunyai
kewenangan untuk melakukan penyelidikan
secara obyektif atas keluhan masyarakat
umum mengenai pelayanan umum dan
adminisatrasi pemerintahan, dan dapat juga
atas inisiatif sendiri melakuan penyelidikan,
sekalipunkeluhantersebut belumdidaftarkan.

Selain peran dan kewenangan demikian
itu, institusi Ombudsman juga berwenang
menyelidiki apakah administrasi yang
dilaksanakan pemerintah bertentangan

dengan hukum atau mengandyng unsur-unsur
ketidakadilan. Jika ternyata penyelidikan
obyektif tersebut tidak mampu mengungkap
kesalahan administratlf, maka institusi Om
budsman dapat mengajukan rekomendasi
kepada Pemerintah Daerah untuk
memperbaiki atau menyempumakan sikap
atautindakannya; dan meiaporkan aktivitasnya
dalam kasus-kasus yang spesifik kepada
pemerintah atau kepada pengeluh(publik yang
mengeluhkan masalahnya), dan jika
rekomendasi spesifik tefspjtiytj tidak diterima
pemerintah maka rekorr^jidasai tersebut
dapatdiajukan ke parlemenif Institusi Ombuds
man juga membuat laporamtahunan atas
pekerjaannya kepada parlemen dan juga
kepada publik secara umum.

Ombudsman tidak berwenang membuat
keputusan yang mengikat .secara.hukum
kepada pemerintah karena Ombudsman
merupakan 'Magistrature of Influence''
(Mahkamah Pemberi Pengaruh) bukan 'Mag
istrature of Sanctions" (Mahkamah pemberi
Sanksi), iahanyamembuat rekomendasi - atas
dasar penyelidlkannya — untuk mendorong
perubahan ke arah yang lebih baik. Landasan
yang sangat panting bagi Ombudsmanadalah
independensinya terhadap lembaga
pemerintah (birokrasi). Supaya investigasi dan
rekomendasi Ombudsman dapat dipercaya
(kredlbel) baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, maka Ombudsman- harus
menjaga dan melindungi integritas dan
imparsialitasnya. '̂̂

HJmumnya irrsfitusi Ombudsman dalam sektoradministrasi pemerintahan danpelayanan umum mempunyai
yurisdiks! yang luas atas lembaga-lembaga pemerintah. Di t^berapa negara,yurisdiksi Ombudsman juga
memasuki wilayah lembaga-iembaga pengadilan, kepolisian dan mlliter. Sementara itudi tempatyanglain
yuridiksi Ombudsmanjustnitidak memasuki wllayah-wilayah tersebut Sejumlah negaratelahmembentuk Om
budsman yangsecara khusushanyamenangani salahsatuaspekdari pemerintahan sepertiakses terhadap
Infbrmasi, lembaga pemasyarakatan, kepolisian. mlliteratauetika pegawal negeri.
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Ombudsman bukanlah pelaksana
kekuasaan karena wewenang yang dimilikinya
hanyalah mencakup aspek-aspek
pengawasan agartidak terjadi penyimpangan
atau penyelewengan. Mengawasi pada
hakekatnya merupakan tindakan untuk secara
terus menerus mengingatkah pelaksana agar
tetap mempertiatikan ataupun mempedomani
aturan, kaidah, norma serta hukum yang
berlaku. Oleh karena Ombudsman bukan
pelaksana kekuasaan maka secara
kelembagaan juga bukan menjadi baglan dari
kekuasaan sehingga dalam status tersebut la
dapat menghindarkan did dari situasi "conflict
oflnteresn^.Dengan kata lain lalebih mandiri
dan independent"

Ombudsman tidak memiliki kepentingan
dengan status kekuasaan juga tidak berada
dalam pemerintahan, oleh karena Itu memiliki
kebebasan bertindak dalam menentukan
pengawasan serta hasll-hasll pengawasan.
Satu-saturiya kesamaan antara Ombudsman
dengan otoritas pemerintahan adalah misi
kepentingannya pada masyarakat dalam
mewujudkan dan memberi kesejahteraan,
ketertiban serta keadilan.. Misi tersebut
diharapkan akan lebih mudah diwujudkan di
dalam lingkup kewenangan yang tidak terialu
luas, sebagaimana kesulltan yang dialami oleh
Komisi Ombudsman Nasional {KON).
Kewenangan yang luas dan terpusat telah

memperlemah fungsi kontrol karena
kewenangan tersebut cenderung untuk sefalu
mempebesararea kekuasaannya, baik secara
fungsional maupun institusional. Karena itu
distribusi kewenangan/kekuasaan pemerintahan
dari pusat ke daerah otonom padai intinya
merupakan juga pelimpahan kekuasaan dan
kewenangan, dan berarti pula peluang
terjadlnya penyalahgunaan akan juga
didistribusikan ke daerah-daerah. Dislnilah
pentingnya institusi pengawasan independen
dibentuk di daerah-daerah, sejain akan lebih
meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengawasan karena faktor-faktor kedekatan
wilayah. kcndisi setempat, sosial budaya, dan
sebagainya, juga dapat mendorong fungsi
KON lebih optimal pada sektor-sektorstrategis
pusat yang menjadi kewenangan Pusat Dan
sebagai institusi independen, Ombdusman
daerah tidak boleh berada dalam subordinasi
Ombudsman Nasional (KON), atau
bertanggungjawab kepada KON. Ombuds
man daerah dan KON dapat melakukan
kerjasama dan koordinasi antara lain dalam
bidang peningkatan SDM, penelitian,
pelatihan dan sebagainya.

Slmpulan

Tantangan terbesar yang dihadapi
Indonesia adalah bagalmana membangun

"Aritonlus Sujata, Peran Ombudsman Dalam Upay Membangun Good Hovemance, Makalah pada
Forum Diskusihukum Bandungdan fakuftas Hukum UniversitasPasundan, dlselenggarakan di Bandung oada
tanggal 17September2001

'^ga aspek independens! dan tiga sikap dasaryang harus dipegang teguh oleh institusi Ombudsman.
Pertama, Independensl Insfitusional, artinya bukan baglan dati institusi negara yang telah ada. Kedua,
independensi Personal, artinya person Ombudsman garuslah seorang yang terpercaya. Independensl
Fungsional, artinya tidak boleh dicampuri atau mendapat tekanan dari mana saja. Ketiga, prosedurkerja tidak
kaku dan terialu formal. Keempat, h'dak diperJukan kuasa/bantuan hukum; peiapor/korban maladminisfrasi
feigsung mendatangi Ombudsman, dan kellma, tidak dlpungutbiaya.
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pemerintahan yang memiliki kredebelitas
sehingga dipercaya rakyat. Membangun
kredebelitas dapat diproses serta
dikembangkan melalui program-program
yang memberi kesejahteraan dan pelayanan
yang sebaik-baiknya kepada masyarakatserta
secara konslstendan konsekuenmenegakkan
hukum. Selama leblh dari tiga dekade peran
kekuasaan pemerintah sangat domlnan
dimana masyarakat lebih banyak menjadi
objek daripada objek. Masyarakat yang
semestinya memiliki peran melakukan
pengawasan justru lebih banyak diawasi. Oleh
sebab itu pembentukan Ombudsman hanjs
dilihat sebagai wujud pemberdayaan
masyarakat dalam melakukan pengawasan
guna mengupayakan secaraberl^esinambungan
kemudahan pelayanan yang efektif dan
berkualitas oleh institusi pemerintah kepada
masyarakat; membantu menciptakan serta
mengembangkan situasi dan kondisi yang
kondusif demi terselenggaranya pemerintahan
yang baik dan bersih, serta bebas KKN;
memperioritaskan pelayanan yang lebih peka
terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat
dengan memberi pelayanan optirnal serta
membina koordinasi dan kerjasama yang baik
dengan semua pihak; menciptakan lingkungan
dan suasana kerja dengan komltmen penuh,
standar integritas dan akuntabilitas tinggi;
melaksanakan manajemen terbuka, serta
memberikan kesempatan yang tenjs menems
kepada seluruh staff untuk meningkatkan
pengetahuan serta profesionalisme dalam
menangani keluahan masyarakat; dan
mendorong peningkatan kesadaran hukum
aparatur pemerintah, peradilan dan lembaga
legislatif.

Pemerintah yang baik dan bersih serta
masyarakat yang kuat merupakan asset

negara yang sangat penting karena akan
semakin memperkuat posisi dan daya tahan
negara itu. Sudah cukup banyak bukti
kehancuran suatu negara, atau selidak-
tidaknya lemahnya fondasi moral dan politik
negara akibat lemahnya masyarakat dan
korups-nya pemerintahan yang menyebabkan
negara itu berkembang sangat lamban di
pelbagai bidang; ekonomi, politik, dan hukum,
sebagalmana yang sekarang sedang kita
aiami. Kekuasaan OrdeBaru yangsangat kuat
dan otoriterdi atas lemahnya masyarakat sipll,
dan meluasnya KKN hanya mampu bertahan
30 tahun, tetapi krisis sosial yang
diakibatkannya sedemikian besar yang tidak
terbayangkan kapan mampu diatasi.

Pembentukan Ombudsman daerah

adalah pembentukan institusi yang dapat
menjadi instrumen kekuatan masyarakat
mengkontrol negara; tidak untuk kepentingan
masyarakat semata-mata tetapi untuk
kepentingan dayatahan pemerintahan daerah
bersangkutan dan negara pada akhimya.
Desentralisasi oleh beberapa kalangan dinilai
sebagai pertaruhan terakhir masa depan
republik ini. Jika kita berhasil meletakkan
pondasi otonomi yang kondusif bagi
tumbuhkembangnya pemerintahan yang baik
dan bersih, maka masa depan Indonesia
sangatcerah; tetapi sebaliknya jika kita gagal,
maka yang akan terjadi adaiah perluasan
masalah yang akan mengancam Indonesia,
tidak saja sebagai negara kesatuan Rl, tetapi
juga sebagai bangsa. •
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